
Usulan Penetapan Status Hutan Adat
No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki SK Masyarakat Hukum Adat yang telah disahkan;

2. Memiliki peta wilayah adat dan hutan adat yang diusulkan dengan format .pdf dan .shp;

3. Memiliki profil Masayarakt Hukum Adat;

4. Membuat surat Permohonan Penetapan Status Hutan Adat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan dan ditandatangani oleh Ketua MHA;

5. Membuat surat Pernyataan Hutan Adat yang ditandatangani oleh Ketua MHA;

6. Foto copy KTP Ketua MHA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perwakilan MHA membawa berkas usulan;

2. Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana dan/atau TKK yang membidangi akan melakukan verifikasi 

terhadap dokumen usulan;

3. Jika persyaratan belum lengkap,dikembalikan ke pengusul untuk dilengkapi atau diperbiaki

4. Jika telah lengkap maka Pejabat Fungsional (ASN/TKK) akan membuat tanda terima berkas usulan;

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Usulan penetapan status hutan adat

Pengaduan Layanan

Dinas Lingkungan Hidup

komplek Perkantoran kabupaten Kutai barat 75776 081253628026 

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 27 Nov 2024 pukul 04:03. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8298615/dinas-lingkungan-hidup/usulan-penetapan-status-hutan-adat


1. Media langsung atau tatap muka ke bidang yang menangani

2. Media telepon Whasapp No

Dinas Lingkungan Hidup

komplek Perkantoran kabupaten Kutai barat 75776 081253628026 

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 27 Nov 2024 pukul 04:03. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8298615/dinas-lingkungan-hidup/usulan-penetapan-status-hutan-adat

